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ABSTRAK 

Almas Fauzandy. 201710115009. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa. Namun, banyak anak terlantar yang belum 

mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karna itu, penelitian ini dapat menjawab 

apa saja hak-hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut 

peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap 

anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 

1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif , yaitu mengkaji 

melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam 

penelitian ini. Sumber bahan hukum diperoleh dengan data sekunder. Adapun 

metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta 

pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa hak – hak yang termasuk hak 

konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-udangan adalah hak 

kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal 

maupun non formal. Dan perlindungan hukum terhadap anak terlantar 

berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu oleh 

Kementrian Sosial Republik Indonesia dan juga Dinas Sosial dalam Pemerintahan 

Daerah. Kementrian sosial sendiri, telah melakukan tindakan dalam rangka 

pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur 

dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar 

Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, 

memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial bagi anak terlantar dalam 

bentuk Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA). 

 

Kata Kunci : anak terlantar, perlindungan anak.  
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ABSTRACT 

Almas Fauzandy. 201710115009. Legal Protection of Abandoned Children as 

Citizens Constitutional Rights According to Law Number 35 Of 2014 Concerning 

Child Protection. 

 

In terms of national and state life, children are the nation's future and the next 

generation of the nation's ideals. However, many neglected children have not 

received legal protection. Therefore, this study can answer what rights are 

included in the constitutional rights of abandoned children according to the laws 

and regulations and how the legal protection for neglected children is based on 

what is stated in Article 34 of the 1945 Constitution Jo Law Number 35 of 2014 

concerning Child Protection. 

This research was conducted with a normative juridical approach, namely 

examining the laws and regulations and the relevant concepts in this research. 

Sources of legal materials obtained with secondary data. The method of collecting 

legal materials using the library and processing and analyzing legal materials 

using literature study. 

The results of the research and discussion show that the rights that include the 

constitutional rights of abandoned children according to the legislation are the 

right to survival, and the right to grow and develop children in formal and non-

formal education. And legal protection for abandoned children is based on what 

is stated in Article 34 of the 1945 Constitution Jo Law Number 35 of 2014 

concerning Child Protection, namely by the Ministry of Social Affairs of the 

Republic of Indonesia and also the Social Service in Regional Government. The 

Ministry of Social Affairs itself has taken action in the context of fulfilling the 

rights of neglected children by making Norms, Standards, Procedures, and 

Criteria (NSPK) or making regulations in the form of Minimum Service Standards 

(SPM) which are used as references /standards for Regional Governments in 

carrying out services to neglected children in their area, providing support in the 

form of social assistance for neglected children in the form of the Abandoned 

Children Social Savings (TASA). 

Keywords : neglected children, child protection. 
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